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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistim transportasi nasional yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri
Perhubungan Nomor 15 tahun 1997 menyebutkan bahwa transportasi memiliki posisi
vang strategis dalam pembangunan bangsa untuk mencapai tujuan pembangunan nasional
vang tercermin pada kebutuhan mobilitas seluruh sektor dan wilayah. Transportasi
merupakan sarana yang sangat penting dalam memperlancar roda perekonomian,
memperkukuh persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan
bangsa dan negara. Transportasi ataupun perangkutan di Indonesia menghadapi tantangan
baik dalam skala nasional, regional maupun global. Dampak dari pergolakan ekonomi
zlobal yang semakin lama semakin deras yang diwarnai oleh liberalisasi perdagangan dan
xesepakatan perdagangan regional seperti AFTA, APEC, WTO serta makin canggihnya
ieknologi informasi dan telekomunikasi, menuntut kerja keras pemerintah dalam

membangun sistim perangkutan yang memiliki keandalan , efisiensi dan daya saing yang

Undang-Undang nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan
menyatakan bahwa transportasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan lalu
ntas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, teratur, nyaman dan
cfisien serta memadukan transportasi lainnya dalam satu kesatuan sistem transportasi

sx=0onal dan menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan untuk menunjang pemerataan,
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pertumbuhan dan stabilitas serta sebagai pendorong, penggerak dan penunjang
pembangunan nasional. Lalu lintas dan angkutan memiliki arti dan permasalahan yang
berbeda namun tetap merupakan satu kesatuan kegiatan yang saling mendukung. Lalu
lintas ( Trafic ) adalah kegiatan lalu lalang atau gerak kendaraan, orang atau hewan di
jalan, sedangkan angkutan ( transport ) adalah perpindahan orang dan/ atau barang dari
suatu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan.

Pengertian barang dan orang dalam kaitan dengan moda angkutan disebut
muatan dan dalam konteks penulisan ini, muatan yang dimaksud adalah muatan barang.

[13

Sedangkan muatan lebih > berarti barang yang diangkut melebihi kapasitas daya
angkut kendaraan. Kendaraan atau moda angkutan menurut ketentuan Undang-Undang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 14 tahun 1992 memiliki pengertian sebagai suatu
alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri atas kendaraan bermotor yakni kendaraan yang
digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu dan kendaraan tidak
bermotor yakni kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia atau hewan.
Undang-Undang tersebut juga menentukan persyaratan pengoperasian
xendaraan dijalan yakni :
1. Harus sesuai dengan peruntukannya yaitu sesuai dengan rancangan
peruntukannya agar orang atau barang yang diangkut terjamin keselamatan dan
keamanannya sampai ditempat tujuan dalam kondisi yang diinginkan.

2. Harus memenuhi persyaratan teknis yakni memenuhi persyaratan tentang

susunan peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pemuatan, rancangan
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